
Pengawasan pelaksanaan
pengadaan Vaksin COVID-19 
dan pelaksanaan Vaksinasi
COVID-19



Dasar 
Hukum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang 
Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) Pasal 21 Ayat (9), BPKP:

a. Melakukan Pembinaan, Pendampingan Dan 
Pengawasan Dalam Pelaksanaan Penunjukan
Langsung Penyediaan Vaksin COVID-19

b. Menyiapkan Pedoman Pengawasan Bagi Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah Dan Badan 
Pengawasan Keuangan Pembangunan Dalam
Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID- 19 Dan 
Pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19











1,48 Jt















Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Tindak Lanjut Koordinasi

1. Tujuan & sasaran
2. Ruang Lingkup
3. Tools
4. Organisasi

Pelaksana
5. Jadwal
6. Anggaran

1. Koordinator
2. Bentuk Koordinasi
3. Tema Pengawasan
4. Anggaran
5. Pembagian Tugas
6. Basis Data

1. Audit
2. Reviu
3. konsultasi

1. Laporan Individu
2. Laporan

Konsilidasi
3. Atensi

1. Input dlm aplikasi
2. Pelaksanaan
3. Monitoring
4. Pelaporan

Mendapatkan vaksin yang tepat
jumlah, aman, berkhasiat, dan
bermutu

1. PENGADAAN VAKSIN

Vaksinasi sesuai dengan prioritas
recipient
Vaksinasi tepat sasaran, aman, dan
efektif

1. Tidak tepat 

Sasaran,

Jumlah &

Waktu 

2. Tidak Efisien 

& Ekonomis

3. Terjadi Fraud

4. Tidak 

Akuntabel

5. Output tidak 

tercapai

6. Tidak 

bermanfaat
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Prog/keg :

PENGAWASAN

Koordinasi
Implementasi

PENGAWASAN INTERNALKEGIATAN

Assurance dan 
konsulting

Proses pengadaan yang akuntabel dan
sesuai dengan ketentuan

2.  VAKSINASI



STRATEGI PENGAWASAN INTERN

PERENCANAAN 
KOMPREHENSIF DAN 

TERPADU PENGAWASAN 
INTERN

PELAKSANAAN 
PENGAWASAN INTERN 

OLEH APIP SEBAGAI 
SATU SISTEM 

TERINTEGRASI

PENGKOMUNIKASIAN 
HASIL PENGAWASAN 

OLEH APIP SEBAGAI 
SATU SISTEM 

INFORMASI 

KOMPREHENSIF

 Risk based planning
 Pengawasan yang 

komprehensif

 koordinasi antar APIP
APIP K/L/P –

Proyek/Kegiatan/ 
Program K/L/P

 BPKP 

Optimalisasi hasil
pengawasan

 Koordinasi dengan
Auditor eksternal dan 

APH

Strategi Pengawasan Intern



Tahapan Pengawasan BPKP  

PERENCANAAN

Kordinasi 
Linsek dgn 

koord/ 
pendukung

Disain 

Pengawasan

Pembiayaan

PEDOMAN

Survei
pendahuluan

Draft 
pedoman

Diseminasi

PELAKSANAAN

Uji lapangan

Assurance & 
Consulting

Monev

PELAPORAN

Sintesa

Atensi

20202020 2020 sd

2022
2020 sd 2022

Atensi Atensi Atensi



Rancangan 

Pengawasan  

A. Pengadaan

Distribusi Titik 

Serah

Penyediaan 

Vaksin

Kerja Sama 

internasional

Penunjukan 

Langsung

Penugasan

Pengawasan di Kab/Kota

Pengawasan di Provinsi

Pengawasan di Pusat

B. Vaksinasi

Mindmap Rancangan 

Pedoman Pengawasan

Pengawasan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

https://docs.google.com/document/d/1T4ERB5CmxZs3MnwNK0xxaPnnwStPx_uW/edit


3. Kerja Sama 

Internasional

2. Penunjukan 

Langsung

1. Penugasan

Serah terima Barang dan 

Pertanggungjawaban

Penetapan Penyedia/Kontrak 

dan pelaksanaan pekerjaan

Perencanaan dan Persiapan 

Anggaran

Penyediaan 

Vaksin

Serah terima Barang dan 

Pertanggungjawaban

Penetapan Penyedia/Kontrak 

dan pelaksanaan pekerjaan

Perencanaan dan Persiapan 

Anggaran

Serah Terima dan 

Pertanggungjawaban

Penetapan dan Pelaksanaan

Kerjasama

Perencanaan dan Persiapan 

Anggaran

Pengawasan penyediaan

Vaksin



Pengawasan Vaksinasi

B. Vaksinasi

Pengawasan di Pusat

Pengawasan di Provinsi

Pengawasan di Kab/Kota

Pengawasan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Perencanaan

Monitoring

SDM

Perencanaan

Monitoring

Sarana Prasarana

Perencanaan

Monitoring

Sarana Prasarana

Perencanaan

Monitoring

Pelaksanaan

https://docs.google.com/document/d/1vcD6UWb3DMYqyVQmutqFXt7kn7GaXUce/edit


Sasaran Pengawasan Vaksinasi

Pusat

• Kementerian 
Kesehatan RI

• Badan Pengawas Obat
dan Makanan

• Penyedia Penerima
Penugasan/Penunjukan
Langsung Pengadaan
Vaksin COVID-19

Provinsi dan 
Kabupaten/Kota

• Dinas Kesehatan
Provinsi

• Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

• Puskesmas

• Klinik

• Rumah Sakit

• Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP)



No TAO LEVEL PUSAT
a. Perencanaan

1) 1 Anggaran di level pusat tidak cukup

1) 2 Pendataan sasaran penerima vaksinasi COVID-19 tidak sesuai kriteria

1) 3
Emergency Use Authorization (EUA) ijin edar vaksin terlambat

1) 4
Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran

1) 5
Distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi tidak sesuai dengan ketentuan

1) 6 Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety

box), Alat Pelindung Diri (APD) dan Cold Chain (Cold Room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer,

dan Vaccine Carrier) tidak sesuai dengan ketentuan.

b. Monitoring
1) 1 Target output yang telah ditetapkan tidak tercapai.

1) 2 Terdapat hasil monitoring terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang tidak ditindaklanjuti.

1) 3 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1) 4 Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran.

1) 5 Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti.

c. Sumber Daya Manusia
1) Pelaksanaan Pelatihan Vaksinator tidak sesuai dengan ketentuan.



No TAO LEVEL PROVINSI
a. Perencanaan

1) 1 Pemerintah provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi

1)

2
Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran

1)

3
Distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota tidak sesuai dengan ketentuan

1)

4
Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box), Alat

Pelindung Diri (APD) dan cold chain (Cold Room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer, dan Vaccine

Carrier) tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Monitoring

1) 1 Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti

1) 2 Monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 tidak dilakukan sesuai jadual

1) 3 Target output yang telah ditetapkan tidak tercapai

1) 4 Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran

1) 5 Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti

1) 6 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di provinsi tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku

c. Sarana Prasarana dan Logistik

1) 1 Kualitas cold chain vaksin di daerah provinsi seperti, cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer

tidak memadai.



No TAO LEVEL KAB/KOTA
a. Perencanaan

1) 1 Pemda kabupaten/kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi

1) 2 Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran

1) 3 Distribusi vaksin dari kabupaten/kota ke Fasyankes tidak sesuai dengan ketentuan

1) 4 Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box), Alat

Pelindung Diri (APD) dan Cold Chain (Cold room, Freeze Room, Refrigerator, Freezer dan Vaccine

Carrier) tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Monitoring

1) 1 Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti

1) 2 Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal

1) 3 Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak tercapai

1) 4 Pelaksananan vaksinasi tidak tepat sasaran

1) 5 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai

dengan peraturan yang berlaku

c. Sarana Prasarana dan Logistik

1) 1 Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar

1) 2 Kualitas cold chain (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota seperti, coldroom, freeze room,

refrigerator, dan freezer tidak memadai



No TAO LEVEL FASYANKES
a. Perencanaan

1)

1
Vaksin COVID-19 tidak disimpan di cold chain sesuai standard

1)

2
Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar

b. Pelaksanaan

1)

1
Pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan

1)

2
Terdapat kejadian Drop Out

1)

3
KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti

1)

4
Pelaksananan vaksinasi tidak tepat sasaran

c. Monitoring

1)

1
Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE

1)

2
Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak tercapai

1)

3
Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal

1)

4
Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku



Pelaksana Pengawasan

Pusat:

APIP K/L terkait

Daerah:

APIP Pemda

BPKP selaku Koordinator



TERIMA KASIH


